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Abstract 

Perkembangan jaman menuntut kesiapan dalam tantangan, indonesia 

adalah negara hukum  sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa 

dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib 

bertindak berdasarkan atas hukum. Maka tindakan pemerintahan yang 

telah terukur dalam konsep negara hukum harus juga tanggap 

terhadap dinamisnya perkembangan, dalam hal keadaan yang 

mendesak ataupun darurat diharapkan pemerintah  yang nantinya 

akan memberikan solusi atas isu terkini, kesiapan ini pun lebih 

dituntut pada pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah 

pemerintah daerah. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini untuk 

mengetahui apa produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah 

daerah di dalam keadaan darurat.    

Penelitian ini adalah penelitian hukum, suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Isu 

hukum yang sedang diajukan adalah :  Apa Produk Hukum 

Pemerintah daerah dalam keadaan darurat dan Apa upaya hukum 

yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat atas dikeluarkan produk 

hukum daerah dalam keadaan darurat yang merugikan masyarakat 

Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan untuk 

menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi 

dan regulasi. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka 

konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari 

pendekatan ini  peneliti dapat menggunakan pisau analisisi dalam 

mencari jawaban atas isu hukum dari penulisan skripsi ini.  

Berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa Produk Hukum Pemerintah daerah yang dapat dibuat pada 

saat kondisi darurat adalah Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama 

Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mengatasi dan 

menanggulangi keadaan darurat.  

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat yang 

dirugikan akibat dikeluarkan Peraturan Kepala Daerah tersebut adalah 

mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, dengan alasan bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Tata Usaha apabila Keputusan Kepala Daerah yang dikeluarkan bertentangan 
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dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik (AUPB).  

 

 

Keyword : Produk Hukum, Keadaan darurat, Upaya Hukum. 

 

 

 

Abstract 

 

The development of the era demands readiness for challenges, 

Indonesia is a constitutional state in accordance with Article 1 

paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

which shows that in the overall administration of the Indonesian 

government it is obligatory to act based on the law. So government 

actions that have been measured in the rule of law concept must also 

be responsive to dynamic developments, in case of urgent or 

emergency situations it is hoped that the government will provide 

solutions to current issues, this readiness is even more demanded by 

the government closest to the community, namely the local 

government. The purpose of preparing this thesis is to find out what 

legal products can be made by local governments in an emergency. 

This research is legal research, a process to find legal rules, 

legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues 

at hand. The legal issues that are being proposed are: What are the 

legal products of the local government in an emergency and what 

legal measures can be taken by the community to issue regional legal 

products in an emergency situatio. 

The problem approach used to address these legal issues is the 

statute approach, which is an approach using legislation and 

regulations. The conceptual approach (conceptual approach) is used to 

study and analyze the framework, conceptual framework or 

theoretical basis of the legal issue to be studied, from this approach 

the researcher can use an analysis knife in finding answers to legal 

issues from the writing of this thesis. 

Based on the analysis of legal materials carried out, it is 

concluded that regional government legal products that can be made 

during an emergency are Regional Head Regulations or Joint 
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Regional Head Regulations or Regional Head Decrees in the context 

of overcoming and overcoming an emergency. 

Legal remedies that can be taken by members of the 

community who are disadvantaged as a result of the issuance of the 

Regional Head Regulation is to file a judicial review to the Supreme 

Court, on the grounds that it is contrary to a higher regulation and file 

a lawsuit to the Administrative Court if the Regional Head Decree 

issued contradicts the laws invitation and General Principles of Good 

Governance (AUPB). 

 

 

Keyword: Legal Products, Emergency, Legal Remedies. 
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